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It is a necessity that the government requires the availability of land under development for the public 
interest, including housing and settlements. The government has responsibility for environmentally sound 
settlements, in accordance with the mandate of the 1945 Constitution Article 28 H paragraph 1.However, 
there are problems with the housing shortage rate (backlog) which reached 7.64 million units as of early 
2020, and the density of settlements in the urban areas with inappropriate environmental conditions in 
Indonesia. In this case, the land bank mechanism is an alternative to environmentally sound settlements. 
This paper describes what are the opportunities and challenges of a land bank towards an environmentally 
sound settlement based on sustainable development, justice and legal benefits? The writing of this article is 
based on a statute approach and a conceptual approach, which are qualitative in nature and use secondary 
data. Based on this, it was found that the Indonesian government, based on existing statutory instruments 
(bestuur-executive), has legal certainty in organizing, regulating and executing the responsibilities assigned 
by the State to it. However, in supporting legal certainty, justice and legal benefits, the government needs to 
immediately issue a government regulation regarding Law No.11 of 2020 concerning work copyright. The 
government in this case should consider the opportunities and challenges of land banks in realizing 
environmentally friendly settlements. 
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PENDAHULUAN 
Di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 
tahun 1945 pasal 28 H ayat 1, telah dijelaskan 
bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera 
lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat”. Sebagai suatu upaya untuk 
menjalankan amanat UUD 1945 itu, terdapat 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (UU 
PKP 2011). Di dalam penjelasan umum UU 
PKP 2011 ini, di antaranya disebutkan bahwa 
Negara bertanggung jawab atas 
penyelenggraan perumahan dan kawasan 
pemukiman yang layak, terjangkau dan 
berkelanjutan bagi warga negara, khususnya 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
Penyelenggaraan perumahan dan pemukiman 
bagi warga Negara ini merupakan suatu 
bentuk kesatuan fungsional di dalam menata 
tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial 
budaya sehingga mampu menjamin 
kelestarian lingkungan hidup. Dan atas dasar 
itu, ia dilaksanakan sejalan dengan semangat 
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demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan 
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Di sini terlihat 
bahwa peraturan perundang-undangan telah 
mengatur dan memberi hak bagi setiap warga 
Negara untuk mendapatkan tempat tinggal, 
kawasan pemukiman dan lingkungan hidup 
yang layak sehingga dapat berfungsi di dalam 
menata kehidupan yang lebih baik serta 
menjamin kelestarian lingkungan hidup yang 
berkelanjutan. Negara bertanggung jawab 
menyediakannya dengan mengadaptasi 
konsep perumahan dan pemukiman yang 
berwawasan lingkungan demi pembangunan 
berlanjutan.  
Sementara, data Kementerian PUPR 
menunjukkan bahwa angka kekurangan 
perumahan (backlog) mencapai 7,64 juta unit 
per-awal 2020 yang terdiri atas 6,48 juta 
rumah untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) kategori non-fixed income, 1,72 
juta unit rumah untuk MBR kategori fixed 
income, dan 0,56 juta unit rumah untuk non-
MBR (www.bisnis.com). Dan disisi lain, di 
banyak perkotaan, apalagi kota-kota besar di 
Indonesia, jumlah penduduk cenderung selalu 
meningkat dan berdampak kepada kepadatan 
pemukiman dengan kondisi lingkungan yang 
tidak layak. Pada tahun 2020, jumlah 
penduduk perkotaan diproyeksikan 154,2 juta 
jiwa yakni 56,4% dari total penduduk 
Indonesia yang sebesar 273,5 juta jiwa 
(www.databoks.katadata.co.id),  dan data 
rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 13,86 
% (Susenas, 2019). Dengan demikian, data 
menunjukkan penyediaan perumahan bagi 
MBR dan pemukiman yang layak, khususnya 
di perkotaan memerlukan perhatian dari 
Negara.  
Pemerintah perlu memiliki alternatif dan 
berupaya keras untuk mengatasi persoalan 
backlog dan pemukiman yang layak. Pada 
dasarnya, Negara telah memberikan ruang 
kepada pemerintah untuk mengatasi 
persoalan itu secara regulasi. Berdasarkan 
regulasi, di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 
dinyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara untuk dipergunakan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Amanah UUD 
1945 pasal 33 ayat 3 ini mengisyaratkan 
bahwa pemerintah memiliki kuasa penuh 
selama itu didasarkan kepada kepentingan 
bersama yang lebih diutamakan dari pada 
kepentingan perseorangan. Ketentuan di 
dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 ini kemudian 
dilaksanakan dengan Undang-undang No 5 
tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA tahun 1960). Di dalam pasal 2 ayat 1 
UUPA tahun 1960, disebutkan bahwa 
kewenangan negara menyangkut tanah 
meliputi:  
1. Mengatur persediaan, penggunaan, 
peruntukan dan pemeliharaan bumi, air 
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dan ruang angkasa;  
2. Menentukan dan mengatur hubungan 
hukum antara orang-orang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa;  
3. Menentukan dan mengatur hubungan 
hukum antara orang-orang dan perbuatan 
hukum mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa.  
Adapun hubungan pelaksanaannya 
dengan penguasaan lahan dan kepemilikan 
tanah, melingkupi beberapa hal, yakni: 
1. Perlindungan dan pemberian peluang 
yang sama bagi setiap warga negara 
Indonesia untuk memiliki tanah sebagai 
sumber kehidupan secara wajar; 
2. Pencegahan penguasaan tanah secara 
berlebihan; 
3. Mewujudkan terselenggaranya 
pemerataan peningkatan taraf hidup 
masyarakat golongan ekonomi lemah;  
4. Mewujudkan terselenggaranya 
pemerataan penguasaan pemilikan dan 
pemanfaatan tanah.  
Di samping itu, Undang-Undang Nomor. 
2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan bagi Kepentingan Umum 
dapat pula menjadi dasar regulasi bagi 
pemerintah di dalam kepemilkan lahan publik 
untuk pembangunan perumahan dan 
pemukiman berkelanjutan. Di dalam pasal 4 
UU No 2 tahun 2012 ini disebutkan bahwa 
pemerintah menjamin tersedianya tanah 
untuk kepentingan umum, tanah itu 
dimilikinya dan dapat digunakan untuk 
pembangunan, diantaranya pemukiman 
kumuh perkotaan dan perumahan bagi MBR. 
Menurut Kivell (1993) kepemilikan lahan 
publik oleh pemerintah dapat memberikan 
dampak positif yang didasari atas beberapa 
argumentasi, diantaranya; 
1. Kepemilikan lahan publik diperlukan 
dalam pembangunan agar dapat 
mendorong pola penggunaan lahan yang 
sesuai dan efisien, dan pertumbuhan yang 
terkendali; 
2. Kepemilikan lahan publik dapat 
mengurangi hambatan dalam pengaturan 
sistem pola ruang; 
3. Kepemilikan lahan publik dapat 
memberikan keadilan sosial dan 
memastikan manfaat pengembangan 
lahan dapat dinikmati bersama bagi 
masyarakat; 
4. Kepemilikan lahan publik dapat 
memudahkan pemerintah dalam 
penyedian infrastruktur, dan fasilitas 
publik yang menjadi tanggung jawabnya. 
Praktek ketersediaan sejumlah lahan 
ataupun keseluruhan lahan publik oleh 
pemerintah di wilayah perkotaan dapat 
dilakukan dengan reorganisasi lahan (Land 
Readjusment) dan bank tanah (Land Banking). 
Menurut Limbong (2013) bahwa reorganisasi 
lahan berarti melakukan penataan 
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penggunaan lahan di wilayah perkotaan 
terutama pada kawasan dengan intensitas 
penggunaan lahan tinggi. Namun mekanisme 
ini cendrung menghadapi tantangan dengan 
adanya konflik ganti rugi yang layak dan 
praktik spekulasi oleh kalangan tertentu, 
sehingga pembangunan dapat terhambat. 
Sementara praktek bank tanah cendrung 
sebaliknya, karena konsep penyediaan lahan 
publik ini dilakukan sebelum kegiatan 
pembangunan dilaksanakan.  
Di dalam pasal 123-128 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta kerja telah diatur berkaitan 
dengan mekanisme dan konsep bank tanah. 
Regulasi ini memberikan secercah harapan, 
namun tidak sedikit pula kritikan dan 
pertanyaan berbagai pihak. Di antara bentuk 
harapan bahwa pemerintah memiliki dasar 
regulasi di dalam mewujudkan persoalan 
perumahan dan pemukiman yang layak bagi 
warga Negara. Pemerintah dapat menata dan 
mengelola persoalan backlog dan pemukiman 
kumuh dengan baik, yang itu menjadi 
tanggung jawabnya. Namun demikian, 
pemerintah mesti mengedepankan keadilan 
sosial dan kemanfaatan hukum. Dari segi 
keadilan sosial, tata kelola bank tanah tidak 
menciptakan suatu ketimpangan di antara 
warga Negara. Dan adapun dari segi 
kemanfaatan hukum, eksistensinya mampu 
memberikan nilai yang tidak hanya dirasakan 
oleh golongan tertentu saja di tengah-tengah 
masyarakat.  
Berdasarkan hal itu, dapat diidentifikasi 
bahwa beberapa peraturan perundang-
undangan yang disebutkan di atas menjadi 
instrumen bagi pemerintah (bestuur-
eksekutif) untuk menyelenggarakan, 
mengatur dan mengeksekusi tanggung jawab 
yang diberikan Negara kepadanya, termasuk 
terhadap pemukiman berwawasan 
lingkungan dengan mekanisme konsep bank 
tanah. Tulisan ini menjelaskan tentang 
bagaimanakah peluang dan tantangan bank 
tanah menuju pemukiman berwawasan 
lingkungan yang didasarkan kepada 
pembangunan berkelanjutan, keadilan dan 
kemanfaatan hukum?.   
KAJIAN LITERATUR  
Konsep Bank Tanah 
Bank tanah dapat diartikan sebagai 
mekanisme di dalam mendapatkan dan 
mencadangkan lahan untuk keperluan 
pembangunan. Secara praktek, mekanisme ini 
mulanya dicetuskan di Kota Amsterdam 
Belanda pada tahun 1890, dan kemudian 
diterapkan pula di beberapa kota di Eropa, 
kemudian pada tahun 1970an diadopsi juga di 
kota-kota di Amerika Serikat, China dan 
Singapura (Nugroho, 2012). Konsep bank 
tanah adalah dalam kerangka menjamin 
ketersediaan lahan untuk tujuan 
pembangunan kepentingan publik yang 
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berkelanjutan. Dari aspek yuridis adalah 
dalam rangka untuk memenuhi terwujudnya 
rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan 
hukum. Terdapat beberapa definisi yang 
dikemukan ahli tentang bank tanah tersebut, 
yakni: 
a. Menurut Evans (2004) bahwa yang 
dimaksudkan dengan bank tanah adalah 
“acquisition of land ahead of development 
either by construction companies or by 
central or local government or their 
agencies”. 
b. Menurut Van Dijk (2006) bank tanah 
merupakan mekanisme kegiatan yang 
dapat diterapkan untuk pengambilalihan 
tanah secara sistematis, biasanya dalam 
skala luas, kemudian selanjutnya tanah 
tersebut akan dimanfaatkan di masa 
datang untuk melaksanakan kebijakan 
pertanahan. 
c. Menurut Annaningsih (2007) bank tanah 
adalah suatu proses pembelian tanah dan 
properti untuk keperluan di masa 
mendatang di mana setiap individu, 
kelompok atau perusahaan dapat 
membeli tanah dengan harga riil saat itu 
untuk selanjutnya mengembangkan tanah 
tersebut guna keperluan tertentu sehingga 
memiliki nilai tambah dan pada akhirnya 
nilai ekonomis tanah akan meningkat. 
d. Menurut Alexander (2011) bahwa yang 
dimaksudkan dengan bank tanah adalah 
“the process or policy by which local 
governments acquire surplus properties 
and convert them to productive use or 
hold them for long-term strategic public 
purposes”. 
e. Menurut Bernhard Limbong (2013) bank 
tanah merupakan salah sarana 
manajemen tanah dalam rangka 
peningkatan pemanfaatan tanah menjadi 
lebih produktif dan menjamin 
ketersediaan tanah di dalam berbagai 
keperluan pembangunan di masa akan 
datang, sehingga dapat mengurangi 
dampak buruk liberalisasi tanah, 
mengurangi konflik dalam proses 
pembebasan tanah dan efisiensi 
APBN/APBD.  
Dengan berdasarkan beberapa definisi 
yang dikemukakan di atas, dapat dipahami 
bahwa bank tanah merupakan mekanisme 
yang dapat digunakan oleh pihak swasta 
ataupun pemerintah untuk ketersediaan lahan 
dan produktifitas tanah yang akan 
dimanfaatkan di dalam pembangunan 
kepentingan publik di masa depan, dan 
sekaligus pengendali harga tanah, 
mengurangi konflik serta efisiensi anggaran 
pemerintah.  
 Bank tanah bagi pemerintah 
merupakan salah satu metode yang dapat 
mendukung tugas pembangunan untuk 
keperluan publik dan kesejahteraan 
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masyarakat dengan memiliki tanah jauh hari 
sebelum dibutuhkan. Flechner (1974), telah 
menjelaskan bahwa tujuan bank tanah 
mampu membentuk pertumbuhan wilayah 
dan menata perkembangan kota, ia dapat 
memberikan manfaat dengan adanya 
peningkatan nilai investasi tanah dan 
menyempurnakan pasar tanah sehingga dapat 
mengurangi spekulasi tanah, dapat 
menyediakan tanah untuk kepentingan 
umum, hingga dapat mengurangi biaya 
pelayanan publik sebagai akibat 
pembangunan yang terencana, ia juga dapat 
memungkinkan menyediakan subsidi rumah 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 
hingga menjaga kualitas lingkungan. 
Sementara GTZ (1998) juga menjelaskan 
bahwa bank tanah bertujuan untuk perbaikan 
akses masyarakat miskin terhadap tanah, 
dapat memberikan dukungan di dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan 
perkotaan, dapat menanggulangi terjadinya 
kenaikan harga tanah dan mengurangi 
spekulasi tanah, mendorong kemitraan publik 
dan swasta, serta memperbaiki struktur 
kepemilikan tanah.  
Dengan Mendasari kepada tujuan dari 
bank tanah, Rusdianto (2014) menjelaskan 
bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) prinsip 
dasar pembentukan bank tanah tersebut, 
yaitu: 
a. Arah dari kegiatan bank tanah adalah 
sebagai upaya pemberdayaan tanah yang 
bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan 
rakyat;  
b. Pemerintah memiliki kewenangan dan 
peran yang utama di dalam mewujudkan 
bank tanah, sehingga dengannya dapat 
mengatur dan menyelenggarakan 
peruntukan, penggunaan, persediaan 
serta pemeliharaan tanah; 
c. Ketersediaan tanah melalui bank tanah 
dapat menjadi jaminan di dalam upaya 
meningkatkan nilai dan daya guna 
pemanfaatan tanah dengan 
mempertimbangkan keselarasan 
kepentingan berbagai pihak serta tanpa 
mengabaikan fungsi sosial dari tanah;  
d. Manajemen bank tanah dapat melibatkan 
peran aktif masyarakat, terlebih khusus 
bagi pemilik tanah. 
Adapun dari segi tinjauan fungsi dan 
manfaat bank tanah, mekanisme 
mendapatkan dan mencadangkan lahan oleh 
pemerintah adalah dalam kerangka 
diperuntukkan untuk kebutuhan 
pembangunan berkelanjutan. Di dalam hal ini 
Siregar (2004) di dalam Annaningsih (2007), 
berpendapat bahwa terdapat beberapa fungsi 
yang dapat digunakan untuk tujuan 
pembangunan tersebut, yaitu sebagai (1) 
inventarisasi atau penghimpunan tanah (land 
keeper), melalui pengembangan database dan 
penyediaan sistem informasi pertanahan; (2) 
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sebagai jaminan ketersediaan tanah dan 
efesiensi pasar yang berkeadilan sehingga 
dapat mengamankan peruntukan tanah secara 
optimal (land warantee); (3) sebagai pengendali 
nilai tanah (land purchaser), dimana 
penguasaan tanah mampu mengendalikan 
harga tanah sesuai dengan persepsi kesamaan 
nilai pajak bumi dan bangunan; (4) sebagai 
mekanisme yang dapat memberikan 
penentuan nilai tanah secara objektif (land 
valuer); (5) sebagai penyalur tanah (land 
distributor) yang dapat menjamin distribusi 
tanah secara wajar dan adil; dan (6) sebagai 
mekanisme tatakelola pertanahan (land 
management). Adapun manfaat yang dapat 
diperoleh dari pelaksanaan bank tanah di 
dalam pembangunan antara lain untuk 
ketersediaan lahan agar pembangunan yang 
direncanakan tidak terhambat, dapat 
memberikan kepastian kepada investor 
karena tersedianya lahan dan untuk efisiensi 
ataupun penghematan dari proses 
pembebasan lahan yang berlarut-larut 
(Limbong, 2013).  
Dari segi jenisnya, bank tanah yang 
diterapkan selama ini dapat diklasifikasikan 
kepada 3 (tiga) jenis, yakni bank tanah publik, 
bank tanah swasta, bank tanah campuran. 
Bank tanah publik merupakan kegiatan bank 
tanah yang diselenggarakan dengan 
keterlibatan lembaga publik, bersifat 
independen namun berada dibawah kendali 
pemerintah, sehingga sepenuhnya 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Menurut Flechner (1974) bahwa jenis bank 
tanah publik ini dapat dibedakan kepada dua 
jenis yakni bank tanah umum dan bank tanah 
khusus, dimana jenis bank tanah umum milik 
publik ini memberikan pelayanan terhadap 
perolehan tanah yang terlantar dan belum 
dikembangkan, kemudian tanah yang 
diperoleh untuk semua jenis penggunaan 
tanah tanpa spesifikasi penggunaan 
sebelumnya untuk daerah tertentu. Jenis bank 
tanah ini dioperasionalisasikan dalam 
kerangka untuk mengendalikan pola 
pertumbuhan kota, mengatur harga tanah, 
dan penggunaan tanah. Adapun bank tanah 
khusus milik publik memberikan pelayanan 
yang secara khusus terfokus pada area 
tertentu, misalnya untuk pembangunan 
perkotaan, perumahan bagi masyarakat 
miskin, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, 
dan pengembangan industri. Jenis bank tanah 
kedua adalah bank tanah Swasta, yaitu bank 
tanah yang diselenggarakan dengan 
melibatkan pihak swasta. Motif utamanya 
adalah keuntungan dari pendapatan kontrak 
sewa jangka panjang dan peningkatan nilai 
tanah. Bank tanah swasta dapat berupa bank 
tanah investasi, perusahaan pengembang, 
kawasan industri, perkebunan, dan lainnya. 
Adapun jenis bank tanah ketiga adalah bank 
tanah campuran, yang oprasionaliasinya 
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diselenggarakan secara bersama antara 
pemerintah dan swasta. Bank tanah jenis ini 
terbentuk untuk menyiasati keterbatasan dana 
namun dengan tetap mengedepankan 
kepentingan publik. 
Adapun dari segi operasional, kegiatan 
memperoleh ketersedian tanah untuk bank 
tanah terdiri dari beberapa tahapan, yakni 
tahap penyediaan, pematangan dan 
pendistribusian (Limbong, 2013). Pada 
tahapan penyediaan tanah, bank tanah 
disediakan melalui cara akuisisi, jual beli atau 
tukar menukar. Bagi pemerintah, sumber 
penyediaan objek tanah ini dapat disediakan 
dari tanah HGU yang terlantar, tidak 
diperpanjang penggunaannya dan tidak 
produktif, memanfaatkan tanah Pemerintah 
Pusat atau Pemda, dan memanfaatkan tanah 
BUMN/D melalui pola kemitraan. Pada 
tahapan penyediaan ini, perlu adanya 
kegiatan perencanaan, survey fisik, verifikasi 
status baik dari segi penguasaan tanah atau 
sengketa tanah, dan kegiatan rencana alokasi 
biaya pengadaannya. Pada tahapan kedua 
yakni pematangan tanah, Bank tanah 
melakukan penyediaan sarana dan prasarana 
lainnya yang dibutuhkan. Dan Tahapan ini 
mesti memperhatikan dan mengacu kepada 
rencana tata ruang wilayah yang telah 
ditetapkan. Adapun tahapan pendistribusian 
sudah dapat menentukan tujuan penggunaan 
dan sasarannya, termasuk menentukan 
jumlah tanah yang akan didistribusikan.  
Meskipun demikian, Limbong (2013) 
mengemukakan bahwa kegiatan bank tanah 
dapat dinyatakan berhasil dengan didukung 
oleh beberapa faktor, yakni political will, tata 
ruang, tertib sertifikasi, ketersediaan sumber 
daya dan system pendukung yang mumpuni 
dan partisipasi aktif masyarakat. Di dalam hal 
ini, pemerintah menginisiasi pembentukan 
bank tanah dan membuat regulasi yang jelas. 
Alokasi tata ruang mesti sesuai dengan yang 
dituangkan, dimana keberadaan bank tanah 
dapat menjadi alat yang dapat memastikan 
pemanfaatan tanah sesuai dengan alokasi 
ruang tersebut dan dapat mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya penguasaan tanah 
untuk tujuan spekulasi. Dan atas dasar itu, 
perlu adanya tertib sertifikasi tanah, tenaga 
professional dan sistem pendukung serta 
peran serta aktif dari masyarakat untuk 
menunjang keberhasilan penerapan bank 
tanah tersebut.   
Dari aspek yuridis, konsep bank tanah 
adalah untuk memenuhi terwujudnya rasa 
keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. 
Bank tanah merupakan suatu bentuk 
kebijakan pertanahan oleh pemerintah di 
dalam mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan. Di dalam pembentukan 
regulasinya mesti memenuhi tujuan hukum, 
di mana tujuan hukum menurut Gustav 
Radbruch (dalam Notohamidjojo, 2011) 
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merupakan suatu nilai-nilai dasar dari 
hukum/cita hukum, yakni terdiri dari 
keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. 
Terkait dengan hal itu, nilai keadilan perlu 
dalam rangka untuk mewujudkan 
keseimbangan hak dan kewajiban pihak-pihak 
yang terlibat di dalam penyelenggaraan bank 
tanah tersebut. Nilai kegunaan berarti segala 
upaya yang diselenggarakan pada kegiatan 
bank tanah harus dalam kerangka untuk 
memberikan manfaat sebesar-besanya bagi 
kesejahteraan rakyat. Dan adapun nilai 
kepastian hukum berarti adanya peraturan 
perundang-undangan yang secara spesifik 
menjadi dasar penyelenggaraan bank tanah di 
Indonesia.        
Peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan pemerintah mesti menciptakan 
keadilan yang proporsional dan tidak 
tumpang tindih. Di dalam penyelenggaraan 
bank tanah, terdapat perbuatan hukum dalam 
bentuk peralihan asset hak tanah baik melalui 
mekanisme jual beli, tukar menukar maupun 
hibah antara pemerintah dengan masyarakat. 
Terkait dengan hal itu, hubungan hukum 
yang adil berarti menciptakan kepatutan 
kewajaran dalam proses atau prosedur 
peralihan hak dan kewajiban bagi berbagai 
pihak. Distribusi penyelenggaraan bank tanah 
tidak berat sebelah atau mementingkan 
kepentingan pihak tertentu yang 
dilaksanakan secara transparan dan menjamin 
akuntabilitas publik.  
Dari segi kepastian hukum, peraturan 
perundang-undangan mesti dapat 
memberikan perlindungan dari tindakan 
kesewenang-wenangan sehingga warga dapat 
memperoleh sesuai yang diharapkannya. 
Menurut Jan Michiel Otto (dalam Soeroso, 
2011) bahwa kepastian hukum dapat tercapai 
apabila inti utama yang ditetapkan di dalam 
regulasi sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Di dalam hal ini, bank tanah 
merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh 
masyarakat, karena nilai tanah yang dipakai 
didasarkan kepada nilai pasar jauh hari 
sebelum tanah tersebut digunakan untuk 
pembangunan. Penyelenggaraan bank tanah 
dapat memberikan kesejahteraan dan 
kemakmuran bagi masyarakat. Terkait 
dengan hal itu, mekanisme penyelenggaran 
bank tanah, kelembagaan dan regulasi yang 
spesifik mesti diatur untuk dapat 
mewujudkan kepastian hukum tersebut.  
Adapun dari segi kemanfaatan hukum 
dimaksudkan bahwa regulasi yang ada 
mampu memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi setiap individu dalam suatu 
bangsa. Penyelenggaraan bank tanah dapat 
memberikan manfaat besar bagi masyarakat, 
mengingat ketersedian tanah dan liberalisasi 
harga tanah membuat sebagian warga Negara 
belum mampu mewujudkan hak dasar yang 
wajar dalam kehidupan. Berdasarkan hal itu, 
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penyelenggaraan bank tanah mesti memenuhi 
tujuan hukum yakni mewujudkan rasa 
keadilan, kepastian hukum dan 
kemanfaatannya. 
Konsep Pemukiman Berwawasan 
Lingkungan  
Penyelenggaraan perumahan dan 
pemukiman perlu mengadaptasi konsep 
pembangunan pemukiman yang berwawasan 
lingkungan. Konsep pembangunan 
permukiman yang berwawasan lingkungan 
adalah permukiman yang menunjang 
perkembangan kehidupan yang 
berkelanjutan, dimana dapat menopang dan 
ditopang oleh tercapainya tujuan ekonomi, 
sosial dan ekologi (KMNLH, 1999). Menurut 
Joko Kirmanto (2008) bahwa pembangunan 
berkelanjutan di dalam perbangunan 
pemukiman berwawasan lingkungan 
diartikan sebagai upaya berkelanjutan dalam 
rangka untuk meningkatkan kualitas hidup 
pemukiman baik dari segi kondisi sosial, 
ekonomi dan kualitas lingkungan. Di dalam 
hal ini, kondisi tempat bermukim dan 
lingkungan manusia bukan sekedar aspek 
fungsi dan fisiknya semata, namun juga 
berhubungan dengan dimensi kehidupan 
bermasyarakat baik dari aspek sosial, 
ekonomi, budaya, maupun ekologi. 
Pemukiman perlu mengharmonisasikan aspek 
fungsional dan fisik tempat kediaman dengan 
aspek sosial, ekonomi, budaya dan 
lingkungan. Misalnya, dari aspek fisik, 
lingkungan pemukiman dan perumahan yang 
dibangun mempertimbangkan ekosistem, 
yakni didisain dengan memberikan perhatian 
kepada tata lingkungan yang sehat dan hemat 
energi. Dengan demikian, diperlukan segala 
upaya yang terus menerus untuk 
menyerasikan, memadukan dan 
meningkatkan nilai ekonomi sosial serta 
ekologi.  
Terminologi pemukiman berwawasan 
lingkungan merupakan gambaran dari 
kawasan hunian yang ramah terhadap 
lingkungan, pemukiman yang 
mempertimbangkan dampak lingkungan, 
mengutamakan keseimbangan ekosistem, dan 
lingkungan pemukiman yang terorganisasi. 
Pemukiman yang ramah lingkungan berarti 
perencanaan pemukiman yang berpihak 
kepada pembangunan yang berkelanjutan 
dengan berbagai cara seperti memanfaatkan 
secara efektif dan efisien sumber daya air dan 
energi, mengurangi limbah, menerapkan 
sistem transportasi terpadu, menjamin 
kesehatan lingkungan, mensinergikan 
lingkungan alami dan buatan. Pemukiman 
yang mempertimbangkan dampak 
lingkungan berarti pemukiman dan 
perumahan didisain bagi orang-orang yang 
memiliki kesadaran terhadap pentingnya 
pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan 
bersama. Adapun pemukiman dengan 
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mengutamakan keseimbangan ekosistem 
berarti membangun lingkungan dan 
keseimbangan hayati lainnya untuk 
kenyamanan bagi penduduk yang hidup di 
dalamnya dan orang lain yang datang. Dan 
lingkungan pemukiman terorganisir berarti 
membangun lingkungan dengan keunikan 
dan kehidupan budaya, kreatifitas dan 
intelektual serta kualitas sarana prasaran yang 
ada. Sehubungan dengan itu, Platt (1994) 
berpadangan bahwa untuk mendukung 
konsep pemukiman yang dimaksudkan 
terdapat 5 (lima) atribut yang mesti ada, yakni 
kepekaan dan kepedulian masyarakat, 
beradaptasi dengan karakteristik biogeofisik 
kawasan, efisiensi penggunaan sumber daya 
dan ruang, lingkungan yang sehat, bebas dari 
pencemaran yang membahayakan kehidupan, 
dan memeprhatikan kapasitas daya dukung 
lingkungan. 
Pemukiman berwawasan lingkungan 
dimaknai sebagai perancangan kawasan dan 
bangunan rumah dengan mempertimbangkan 
kondisi dan fisik lingkungan dimana tempat 
berada. Menurut Grent, et al (1996), terdapat 
beberapa prinsip yang perlu diperhatikan di 
dalam perencanaan pemukiman yang 
berwawasan lingkungan, yakni (1) kawasan 
pemukiman mesti mengelola dan memelihara 
lingkungan supaya berfungsi sebagaimana 
mestinya, seperti tempat pembuangan 
sampah, drainase yang baik dan lainnya; (2) 
Pemukiman dan perumahan hendaknya 
meminimalisasikan pengaruh fisik bangunan 
kepada lingkungan sekitarnya, misalnya 
pemanfaatan ruang, jaringan infrastruktur 
dipersiapkan seefisien mungkin; (3) 
Pemukiman dan perumahan memberikan 
perlindungan kepada sumber-sumber alamiah 
dan sumber daya lahan untuk generasi 
selanjutnya, sebagai contoh pemakaian 
sumber daya air, tanah dan udara; (4) 
kawasan pemukiman hendaknya mengurangi 
limbah yang dihasilkan oleh bangunan 
hunian, misalnya mengolah limbah dan 
polusi; (5) meningkatkan keterlibatan 
masyarakat di dalam menggalakkan 
pemeliharaan lingkungan dan lingkungan 
sosial yang sehat. Terkait dengan hal yang 
dimaksud, Kurokawa (1991) menjelaskan 
bahwa untuk dapat merencanakannya mesti 
mempertimbangkan beberapa hal, yakni 
dengan menciptakan suatu jejaring Ruang 
Terbuka Hijau (RTH), 
menghindari/mengendalikan urban sprawl 
yaitu ekspansi penduduk kota beserta 
aktivitasnya ke kawasan pinggiran yang 
mengakibatkan peralihan fungsi lahan dari 
pertanian ke perkotaan, pengembangan usaha 
untuk mengurangi sampah dan limbah serta 
pengembangan proses daur ulang (reduce, 
reuse,recycle), pengembangan sumber energi 
alternatif misalnya: biogas, matahari, 
angin,ombak, dan pengembangan sistem 
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transportasi berkelanjutan, misalnya: 
pembangunan fasilitas pedestrian dan jalur 
sepeda, dan sebagainya).  
Selanjutnya, dari aspek disain fisik dan 
tata kelola bangunan lingkungan, pemukiman 
dan perumahan berwawasan lingkungan 
mesti memperhatikan beberapa aspek yang 
terkait, yakni penyediaan jalur pedestrian, 
pemilihan dan pengolahan tapak, 
penyelesaian transportasi  kawasan, 
konservasi air, penghematan energi, 
penggunaan energi terbarukan, penggunaan 
material yang berkelanjutan, penutup 
permukaan tanah, meminimalkan efek heat 
island,    penggunaan material bangunan yang 
sehat, serta perilaku warga masyarakat yang 
tanggap terhadap konsep keberlanjutan 
(Blower Andrew, 1993). Menurut Dean 
Hawkis (1996) Bangunan fisik yang dibangun 
sebaiknya tidak banyak memodifikasi 
tapak/permukaan tanah, karena 
mempertimbangkan aspek penyerapan air 
hujan. Pemukiman dan perumahan sebaiknya 
dekat dengan lokasi transportasi masal seperti 
stasiun kereta, bis, dan lainnya. Hal 
inibertujuan untuk memudahkan warga 
bepergian ke tempat lain dengan 
menggunakan kendaraan umum sehingga 
mengurangi penggunaan kendaran pribadi. 
Dan pemerintah juga harus mengupayakan 
bagi pemukiman dan perumahan dapat 
dilalui oleh transportasi massal sehingga 
dapat menjangkau warga yang 
membutuhkan. selain itu, jalur transportasi 
mesti mempertimbangkan jalur kendaraan 
dan mobilitas warga lainnya diteduhi dengan 
pohon-pohon pelindung, sehingga pengguna 
jalan ataupun jalur tidak langsung terkena 
sengatan matahari, sehingga dapat 
diminimalkan, sehingga efek ‘heat island’ juga 
dapat dikurangi. Konversi air diperlukan di 
kawasan pemukiman dan perumahan untuk 
penghematan penggunaan air yang 
dilengkapi dengan tempat penampungan air 
seperti danau dan lainnya, sehingga dapat 
berfungsi sebagai tempai rekreasi, tempat 
penampungan genangan air hujan, dan 
mencegah banjir.    
Di samping itu, dengan adanya berbagai 
permasalahan lingkungan yang mungkin 
terjadi akibat adanya pemanasan global, 
perubahan iklim dan lainnya, tentu 
pemukiman dan perumahan mesti 
mempertimbangkan adanya kondisi ramah 
lingkungan.  Di antara ciri-ciri pemukiman 
dan perumahan yang ramah lingkungan, 
yakni kepadatan pemukiman dan perumahan 
yang tidak berlebihan dan merata, memiliki 
sistem pengelolaan dan pengolahan limbah 
yang terintegrasi, tinggal, bekerja dan rekreasi 
dapat dilakukan di dalam satu lingkungan, 
lingkungan pemukiman dan perumahan yang 
dengan pedestrian dan sirkulasi jalan yang 
baik, akses transport dan akses publik lainnya 
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yang terjangkau, memiliki ruang terbuka hijau 
memadai dan mudah diakses, penghematan 
energi dan penghijauan.   
METODE PENELITIAN 
Tulisan ini didasarkan kepada studi 
kepustakaan yang diambil dari beberapa 
referensi, dan terkait dengan penelitian 
yuridis normatif. Menurut Bahder Johan 
Nasution (2008) bahwa penelitian yuridis 
normatif berarti penelitian untuk mengkaji 
hukum, melakukan telaah terhadap isu 
hukum yang dikaitkan dengan peraturan 
perundang-undangan ataupun regulasi, dan 
mengkaji syarat-syarat normatif dari hukum 
apakah sudah terpenuhi atau sebaliknya yang 
didasarkan kepada ketentuan dan bangunan 
hukum itu sendiri. Penulisan artikel ini 
didasarkan kepada pendekatan peraturan 
perundang-undangan (statute approach) dan 
pendekatan konsep (conceptual approach). 
Pendekatan peraturan perundang-undangan 
(statute approach) digunakan dalam kerangka 
menemukan dasar hukumnya untuk 
kemudian dianalisis seperti apa kemungkinan 
penerapannya di Indonesia, sesuai dengan 
subjek yang ditulis yakni bank tanah dan 
pemukiman berwawasan lingkungan. 
Sedangkan pendekatan konsep (conceptual 
approach) digunakan sebagai ide dasar untuk 
menganalisis dan membahas sehubungan 
dengan fenomena atau peristiwa yang diamati 
yakni bank tanah dan pemukiman 
berwawasan lingkungan dari segi peluang 
dan tantangannya. Oleh karena itu, metode 
yang digunakan dalam penulisan artikel ini 
adalah sosio-legal approach yang bersifat 
kualitatif dan menggunakan data sekunder. 
Pendekatan metode sosial mengamati dan 
menganalisis fenomena sosial sedangkan 
yuridis normatif berarti menemukan dan 
menganalisis aspek norma dari regulasi yang 
ada dengan mengacu kepada keadilan dan 
kemanfaatan hukum terhadap pembangunan 
berkelanjutan. Dari kedua data dari referensi 
yang dimaksudkan di atas tersebut kemudian 
dibahas dan dianalisis secara kualitatif untuk 
mendapatkan kesimpulan jawaban atas 
permasalahan yang dikaji. 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Tempat hunian bagi warga di suatu 
pemukiman atau perumahan merupakan 
salah satu kebutuhan dasar yang disediakan 
haknya oleh Negara. Negara bertanggung 
jawab menyediakan dan memberikan 
kemudahan memperolehnya. Hal ini karena 
Negara memiliki fungsi di dalam mengatur 
tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial 
budaya dengan baik, sehingga dapat 
menjamin kelestarian lingkungan hidup dan 
pembangunan yang berkelanjutan. Di dalam 
upaya mewujudkan tujuan yang dimaksud, 
konstruksi ruang perumahan dan pemukiman 
mesti diikat dengan infrastruktur yang 
terpadu dan diperkuat oleh tempat kegiatan 
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pendukung seperti pemerintahan, sosial 
budaya dan ekonomi.  
Sehubungan dengan pemukiman kumuh, 
UU PKP 2011 pasal 94 telah menjelaskan 
bahwa perumahan dan pemukiman kumuh 
dapat diatasi dengan pengendalian dan 
peningkatan kualitasnya. Perumahan kumuh 
berarti kualitas fungsi rumah mengalami 
penurunan sebagai tempat hunian, dan 
adapun pemukiman kumuh berarti 
lingkungan pemukiman tidak layak huni 
akibat ketidak aturan, kualitas dan kepadatan 
bangunan serta sarana prasarana yang tidak 
memadai. Kondisi sarana prasarana yang 
tidak memadai karena jalan, drainase, 
penyediaan air minum, pengelolaan sampah, 
pengelolaan limbah, proteksi kebakaran tidak 
memenuhi syarat. Di dalam hal ini, Peraturan 
Pemerintah No 14 tahun 2016 pasal 102 
hingga 121 telah mengatur tentang 
pengendalian pemukiman kumuh tersebut. 
Pemerintah dapat melakukan pengendalian 
pemukiman kumuh dengan pengawasan dan 
pencegahan serta pemberdayaan masyarakat. 
Sedangkan peningkatan kualitas dilakukan 
pemerintah dengan penetapan lokasi dan 
perencanaan penanganan, pola-pola 
penangan dalam bentuk pemugaran, 
peremajaan dan pemukiman kembali, 
pengelolaan dalam bentuk pembentukan 
kelompok swadaya masyarakat dan 
pemeliharaan serta perbaikan. Dengan 
demikian, pemerintah telah memiliki regulasi 
yang cukup untuk menata pemukiman 
kumuh di Indonesia, meskipun pada tataran 
kenyataan belum menampakkan hasil yang 
maksimal. 
Di samping itu, ketersedian tanah 
merupakan salah satu di antara elemen 
penting di dalam upaya untuk mewujudkan 
kebutuhan perumahan dan pemukiman yang 
layak bagi setiap warga. Pada dasarnya, laju 
pertambahan jumlah penduduk di wilayah 
perkotaan dapat berdampak kepada 
peningkatan permintaan kebutuhan tempat 
hunian beserta fasilitas pendukungnya. 
Seketika itu harga tanah yang ditawarkan 
cenderung melonjak seiring dengan adanya 
hukum permintaan dan penawaran. 
Ketidakseimbangan di antara kebutuhan 
perumahan dan pemukiman bagi warga 
dengan tanah yang dapat ditawarkan 
membuat nilai manfaatnya tidak tersedia 
secara memadai. Harga tanah menjadi mahal 
dan perumahan hanya dapat dinikmati oleh 
masyarakat yang mampu. Kawasan 
perumahan dan pemukiman di perkotaan 
menjadi tidak teratur dan kumuh sehingga 
berakibat kepada perusakan kawasan 
pemukiman dan penurunan kualitas 
lingkungan. Perusakan kawasan pemukiman 
dan penurunan kualitas lingkungan ini 
memicu terjadinya sistem drainase dan area 
resapan yang tidak memadai hingga dapat 
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menimbulkan bencana banjir. Sehubungan 
dengan itu, mekanisme bank tanah dapat 
menjadi alternatif terhadap kesedian tanah 
bagi pemenuhan hak layak pemukiman dan 
perumahan warga di wilayah perkotaan. Hal 
ini karena kebutuhan dasar yakni tanah telah 
direncanakan jauh hari, sehingga 
pembangunannya bisa dilakukan dengan 
harga yang minimum dan dapat menjamin 
kelestarian lingkungan. 
Di Indonesia, secara spesifik penerapan 
konsep bank tanah telah mendapatkan 
payung hukum, yakni berdasarkan kepada 
Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi 
Kepentingan Umum dan Undang-Undang No 
11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Di dalam 
hal ini, pemerintah dapat menguasai dan 
mencadangkan lahan untuk pembangunan, 
termasuk untuk tujuan perumahan dan 
pemukiman. Di dalam pasal 10 Undang-
Undang No. 2 tahun 2012 disebutkan bahwa 
pemerintah dapat menjamin tersedianya 
tanah untuk kepentingan umum yang 
diantaranya dapat digunakan untuk penataan 
pemukiman kumuh perkotaan dan 
pembangunan perumahan masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR). UU No 12 
tahun 2012 ini memberikan kepastian bahwa 
untuk tujuan pembangunan bagi kepentingan 
umum, pemerintah diberi kewenangan untuk 
melepaskan hak penduduk atas tanah, selama 
ia disesuaikan dengan rencana tata ruang 
wilayah. Di dalam penerapannya, pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum berimplikasi 
kepada keseimbangan kemanfaatan. Di dalam 
Undang-undang disebutkan bahwa pemilik 
tanah harus rela melepaskannya dengan ganti 
rugi yang layak.   
Sementara di dalam pasal 123-128 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja dijelaskan tentang 
ketentuan tentang lembaga pengelolaan tanah 
atau bank tanah. Di dalam pasal 124 
disebutkan bahwa pemerintah dapat 
menjamin ketersediaan tanah melalui bank 
tanah untuk tujuan ekonomi yang 
berkeadilan. Pemerintah membentuk lembaga 
bank tanah untuk tujuan pencadangan tanah 
dan pengelolaannya bagi kepentingan 
pembangunan yang berkeadilan. Secara 
praktik, pengelolaan bank tanah tidak 
ditentukan tujuannya terlebih dahulu, namun 
ia disediakan untuk mengawasi pola 
perkembangan daerah perkotaan atau untuk 
sebagai alat kontrol harga tanah. Dari segi 
lainnya, pengelolaan bank tanah bisa dengan 
ditentukan terlebih dahulu penyediaannya 
baik itu untuk pengembangan daerah 
industri, pembangunan perumahan dan 
pemukiman, fasilitas umum atau untuk 
pembangunan perkotaan baru. Operasional 
lembaga ini hanya dapat dilakukan oleh 
badan hukum yang mewakili Negara, dan 
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untuk biaya operasional bisa diperoleh 
sepenunya dari anggaran pemerintah atau 
dapat diperoleh dari selisih keuntungan harga 
yang dibatasi 5 % dari penjualan tanah. 
Dengan demikian, kelembagaan bank tanah 
sebagaimana yang diatur di dalam Undang-
undang Cipta kerja dapat memberikan 
kepastian hukum dan kemanfaatan hukum 
untuk tujuan pembangunan kepentingan 
perumahan dan pemukiman.      
Di Indonesia, belum terdapat data yang 
spesifik di dalam menjelaskan tentang potensi 
lahan bank tanah. Meskipun demikian, 
Limbong (2013), berpandangan bahwa di 
antara beberapa sumber yang dapat dijadikan 
sebagai objek bank tanah, yakni bersumber 
dari tanah milik BUMN/BUMD, tanah-tanah 
asset BPPN, tanah bekas HGU, tanah 
terlantar, tanah fasus/fasos yang sudah 
diserahkan oleh developer, tanah aset 
Departemen/Lembaga Pemerintah Non-
Departemen/Pemda yang belum digunakan, 
tanah negara yang berasal dari Pencabutan 
Hak, dan tanah negara yang berasal dari 
pembebasan tanah. Pembentukan bank tanah 
dapat dilaksanakan oleh pihak swasta dengan 
mengakuisisi lahan atas dukungan finansial, 
seperti di Bumi Serpong Damai, Tangerang 
Selatan ataupun oleh pihak pemerintah 
melalui lembaga yang dibentuknya dan 
koordinasi antar kementerian, dalam bentuk 
pembelian atau pengambilan tanah terlantar. 
Bank tanah bukanlah sebuah konsep baru 
di dalam perencanaan sebuah perkotaan. 
Konsep bank tanah dapat menjadi pilihan di 
tengah permasalahan backlog perumahan 
bagi MBS dan pemukiman yang ramah 
lingkungan di Indonesia. Mekanisme 
penyediaan tanah melalui bank tanah menjadi 
mendesak untuk dilaksanakan, agar dapat 
menghindari peningkatan harga tanah yang 
terlalu tinggi terutama di daerah perkotaan. 
Bank tanah berpeluang mengurangi makelar-
makelar tanah yang melakukan pembelian 
tanah kemudian baru akan dijual apabila ada 
proyek pembangunan dengan harga tanah 
yang tinggi dan menguntungkannya. 
Perkembangan yang terjadi kemudian adalah 
penguasaan tanah oleh badan usaha swasta 
dalam skala luas untuk dimanfaatkan jauh di 
waktu yang akan datang. Pencadangan tanah 
seperti ini sebenarnya merupakan praktik 
spekulasi dan menurut peraturan 
perundangan termasuk dalam kategori 
penelantaran tanah.  Praktik seperti itu 
banyak dilatarbelakangi faktor mencari 
keuntungan semata dengan mendapatkan 
perbedaan harga tanah saat dibeli dengan saat 
dijual kembali (dimanfaatkan) dalam masa 
waktu yang panjang hingga 10-20 tahun.  
Mekanisme konsep bank tanah 
memberikan peluang kepada warga Negara, 
khususnya warga dengan berpenghasilan 
rendah untuk kepemilikan rumah yang layak. 
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Kepemilikan rumah dan pemukiman yang 
dapat mendukung terhadap penghidupan 
dan lingkungan yang layak merupakan 
kebutuhan dasar dan termasuk komponen 
pengeluaran terbesar bagi warga, khususnya 
MBS. Dengan mekanisme konsep bank tanah, 
pemerintah juga berpeluang memiliki role 
model dan posisi tawar dalam penerapan 
rencana tata ruang, menjadi penyangga 
supaya RTRW bisa dipatuhi, sehingga setiap 
pembangunan harus sesuai dengan RTRW 
yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan 
tersedianya sejumlah lahan ataupun 
keseluruhan lahan publik, pemerintah 
mampu menciptakan stabilisator harga tanah, 
pembebasan lahan untuk infrastruktur dan 
fasilitas publik bukan menjadi hambatan lagi, 
sehingga terdapat kepastian hukum dalam 
pembangunan dan keadilan sosial dalam hal 
pembangunan.  
Di sisi lainnya, mekanisme bank tanah 
menyisakan beberapa tantangan bagi 
pemukiman yang berkelanjutan dan ramah 
lingkungan. Hal ini karena permasalahan 
perumahan dan pemukiman tidak hanya 
terkait dengan aspek fungsional atau fisik 
semata, tetapi meliputi juga aspek sosio 
lingkungan kemasyarakatan. Kendala yang 
akan dihadapi adalah keberadaan pemukiman 
yang kumuh di sebagian besar wilayah 
perkotaan. Pemukiman kumuh yang telah ada 
sekian tahun mesti diharmonisasikan dengan 
menata kembali kepadatan pemukiman yang 
ramah lingkungan. Kondisi lingkungan 
pemukiman mesti meperhatikan 
keseimbangan ekosistem dengan penyediaan 
jalur pedestrian, konservasi air, penghematan 
energi dan penggunaan material bangunan 
yang sehat. Pemukiman dikondisikan dengan 
lokasi transportasi massal yang dapat 
memudahkan warga bepergian dari satu 
tempat ke tempat lainnya, dan mengurangi 
penggunaan kendaraan pribadi. Pemukiman 
memiliki ruang terbuka hijau dan jalur 
mobilitas warga yang dapat diteduhi dengan 
pepohonan dan tempat rekreasi, sehingga 
dapat menggalakkan pemeliharaan 
lingkungan dan lingkungan sosial yang sehat.      
Selanjutnya, pelaksanaan dan pengaturan 
kelembagaan bank tanah menghadapi 
tantangan karena memerlukan jangka waktu 
yang panjang dan modal yang sangat besar. 
Di dalam hal ini, harus ada pengawasan 
kenaikan nilai, kebutuhan manajemen 
finansial dan pemberian kompensasi kepada 
pemilik tanah dengan adanya kegiatan pada 
awal, selama proyek dilakukan dan setelah 
dilakukannya suatu proyek. Untuk 
mensukseskan pelaksanaan bank tanah, 
pemerintah dituntut untuk dapat 
memperkuat peran tata ruang sebagai ujung 
tombak pembangunan wilayah sesuai amanat. 
Pemerintah juga harus memperkuat lembaga 
pertanahan dan membenahi mutu 
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administrasi pertanahan nasional khususnya 
terkait dengan pendaftaran tanah dan 
sertipikasi tanah. Pengaturan tata ruang yang 
pasti dan tegas juga diperlukan kepastian 
hukum terkait bukti kepemilikan dan 
penguasaan atas tanah. Lembaga pertanahan 
yang kuat dan berwibawa didukung 
penegakan hukum yang tegas dan konsisten 
pada akhirnya akan mencegah konflik 
pertanahan terkait tumpang tindih 
kepemilikan hak atas tanah yang selama ini 
kerap terjadi. Peran ini dibutuhkan untuk 
kepastian hukum terkait dengan kepemilikan 
dan penguasaan terhadap tanah. hal ini 
berguna untuk mencegah konflik akibay 
tumpang tindih kepemilikan atas tanah.   
Di samping itu, kebijakan pengelolaan 
bank tanah sebagaimana yang diatur di dalam 
UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja 
berpotensi tidak memenuhi keadilan dan 
kemanfaatan hukum. Hal ini karena muatan 
yang dikandung di dalam UU No 11 tahun 
2020 ini hanya dapat dirasakan oleh golongan 
tertentu dari segi kemanfaatannya. Apabila 
pengelolaan bank tanah hanya untuk 
golongan tertentu dan mengedepankan 
pertumbuhan ekonomi negara saja, maka 
dapat menciptakan suatu ketimpangan yang 
tidak menjunjung tinggi keadilan sosial 
sebagaimana yang yang tercantum di dalam 
pasal 33 UUD 1945 (Maria SW Sumardjono, 
2001). Keinginan mempercepat pertumbuhan 
ekonomi yang diatur di dalam regulasi ini 
semakin memperkuat corak antroposentrisme, 
yakni mengabaikan nila-nilai intrinsik yang 
dimiliki lingkungan, sehingga pemerintah 
dianggap tidak serius di dalam melaksanakan 
perlindungan terhadap lingkungan. 
KESIMPULAN 
Perumahan dan pemukiman merupakan 
salah satu komponen di dalam kebutusan 
dasar manusia dan hak semua orang untuk 
bisa mendapatkan hunian yang layak dan 
terjangkau. Negara bertanggung jawab 
memenuhi keberadaan hunian dalam bentuk 
pemukiman dan perumahan. Namun belum 
sepenuhnya sesuai dengan konsep 
pemukiman ramah lingkungan. Padahal 
peraturan perundang-undangan memberikan 
kepastian hukum kepada pemerintah di 
dalam mengatasi pemukiman kumuh dengan 
adanya UU PKP 2011 tentang perumahan dan 
kawasan pemukiman. Terdapat pula 
peraturan pemerintah no 14 tahun 2016 yang 
dapat digunakan untuk pengendalian 
pemukiman kumuh tersebut. Di samping itu, 
permasalahan backlog dan ketersedian lahan 
bagi perumahan di wilayah perkotaan dapat 
diatasi dengan mekanisme bank tanah. 
Konsep bank tanah dapat diterapkan karena 
adanya regulasi yang mengatur yakni 
Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi 
Kepentingan Umum dan Undang-Undang No 
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11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Kepastian 
hukum ini memberi peluang bagi pemerintah 
untuk menguasai dan mengalokasikan lahan 
untuk perumahan dan pemukiman sehingga 
tanah tidak lagi menjadi kendala untuk 
penataan pemukiman kumuh dan perumahan 
bagi MBS. Pemerintah dapat membentuk 
lembaga bank tanah untuk tujuan ekonomi 
berkeadilan, dapat menghindari adanya 
peningkatan harga tanah yang berlebihan 
akibat spekulasi pihak swasta di wilayah 
perkotaan, memiliki role model dan posisi 
daya tawar untuk penerapan tata ruang yang 
sesuai dengan pembangunan yang telah 
direncanakan. Meskipun demikian terdapat 
tantangan yang harus dipikirkan untuk dapat 
mewujudkan kemanfaatan hukum bank tanah 
pada pemukiman berwawasan lingkungan 
tersebut. Tantangan tersebut berlaku pada tata 
kelola bank tanah yang memerlukan jangka 
waktu yang panjang dan modal yang sangat 
besar. Pemerintah perlu menata tata kelola 
tata ruang dan wilayah dan lembaga 
pertanahan secara baik demi kepastian 
kemanfaatan hukum. UU no 11 tahun 2020 
tentang cipta kerja dapat berpotensi 
menciptakan ketimpangan yang tidak 
menjunjung tinggi rasa keadilan. Hal ini 
karena bank tanah dapat dirasakan 
manfaatnya oleh golongan tertentu. Oleh 
karena itu, pemerintah perlu segera 
mengeluarkan peraturan pemerintah untuk 
mendukung kepastian hukum, keadilan dan 
kemanfaatan hukum.      Pemerintah di dalam 
hal ini hendaknya mempertimbangkan 
peluang dan tantangan bank tanah di dalam 
mewujudkan pemikiman yang ramah 
lingkungan.         
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